| SALINAN

BUPATILAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 17.1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PRESENS] SIDIK JARI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata

tertib, suasana kerja dan terlaksananya ketentuan
jam  kerja  guna  mewujudkan  kelancaran
pelaksanaan tugas dan prestasi kerja pegawai
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi
Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan
Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730};

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 58,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843}



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6340},

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor &80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157};
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi



Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten
Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2019 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PRESENSI SIDIK JARI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Sidik Jari di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2017 Nomor 4} diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi:

(1)

(2)

(3)

4)

)

Pasal9

Presensi sidik jari pada hari Senin sampai dengan hari Kamis

masing-masing dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

a. pagi hari, pada saat masuk kerja paling lambat pukul 07.30
WIB;

b. pulang kerja, paling cepat pada pukul 15.30 WIB.

Presensi sidik jari khusus pada hari Jumat masing-masing

dilakukan sebanyak 2 {dua) kali, yaitu :

a. pagi hari, pada saat masuk kerja paling lambat pukul 06.30
WIB;

b. pulang kerja, paling cepat pada pukul 15.00 WIB.

Jumlah dan waktu keterlambatan akan dihitung secara kumulatif

dan akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan disiplin pegawai

sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila melakukan tugas atau kerja lembur, maka presensi sidik

jari dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

a. pagi hari, pada saat masuk kerja paling lambat pukul 07.30

WIB;

b. pulang kerja, paling cepat pada pukul 15.30 WIB;

¢. mulai kerja lembur;

d. mengakhiri kerja lembur.

Kelalaian Pegawai dalam melaksanakan Presensi Sidik Jari akan

secara otomatis tercatat sebagai berikut:

a. apabila Pegawai melakukan Presensi Sidik Jari hanya pada saat
masuk kerja di pagi hari maka akan dicatat pulang pada pukul
14.30 WIB;

b. apabila Pegawai melakukan Presensi Sidik Jari hanya pada saat
pulang kerja di sore hari maka akan dicatat masuk pada pukul
08.30 WIB.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI




